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Penuhi Kehendak Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Upay
i Rakyat
ntah  mer
Undang-Undang tentang Pilka-
put Mahkamah
itust atau MK menua
dari put Gelombang
dari berbagai elemen
untuk memprotes
tu digelar di sejum
. Massa mendesak
pembentuk undang-undang
agar patul terhadap putusan
Konstitusi
it final dan mengikat.

satunya di-
di  depan  Gedung
DPR/MPR/DPD, Jakarta. Ka-
mis (22/8/2024). Massa dengan
beragam latar belakang mulai
i wa, buruh. hi
publik  figur,  berdemons
memprotes keputusan Badan
Legislasi (Baleg) DPR untuk
evisi Undang-Undar

ber-

g
=1

)
g

mor 10 Tahun 2016 tent:
Pemili Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota (Pilkada).

Setelah gelombang unjuk ra-
sa di sejumlah daerah, pada
Kamis malam. pimpinan DPR
memastikan revisi UTT Pilkada
batal disetujui untuk disahkan

Pimpinan DPR menyatakan, aturan

clain men"'n

>> BACA JUGA:

Mengingkari
Putusan MK Berard
Melanggar konstitusi
Dalam praktiknya. ah
kekuasaan lebih dominan
dibandingkan dengan
wataknya yang membangun
peradaban. KOMPAS.ID

komp.as/melanggarkonstitusi

3ACA JUGAHLM 2, 6, DAN 7

menjadi UL Rapal Paripurna
DPR pada Kamis pagi batal
gelar karena anggota yang hadir
tidak memenuhi kuorum.
Wakil Ketua DPR Sufimi Dias
w0 Ahmad menyampaikan, de-
ngan batalnya pengesahan re-
visi ULT Pilka aturan syarat
pencalonan kepala daerah akan
merujuk pada putusan MK
"Karena pada  Selasa. 27
Agustus 2024, kami snma-sama
tahu sudah pada tahapan pen-
daftaran pilkada Karena itu,

[Bersambung ke him 15 kol 4-7)

arat pencalonan di pilka

aka

1 merujuk pada putusan MK.

gara hntuk memenuhi kehendak rakvat dan menaati konstitu

mengawal pelaksanas

Penuhi Kehendak Rakyai

(Sambungan darl halaman 1]

ali Lag, kami
d.m tunduk pada
Karena RUU

kami tega:
patuh, taal,
aturan berlaku.

Pilkada belum di AN men-
Jadi UL, yang berlaku adalah
hasil  keputusan  Muahkamah

i fudicial review (uji
yang diajukan oleh Par-

tai Buruh dan Gel ujar
Dasco

Selanjutnya, menurut Dasco,

Pemilihan, ~ Umum

an berkonsultas: de-

misi 1T DIPRY_untuk

membahas  Peraturan = KPU

(PKPLT} pasc \p:mh- n MK pada
Senin (26/8) L pencalonan
kepala daerah yang akan diatur
di dalam PKPU merujuk pada
putusan MK

Secara terpisah, Ketun KTUT
Mochammad Afifuddin menga-
t'\]mn }\'.PU akan menindaklan-
MK. KPU akan
alinan putusan MK
lebih detail dan
Tal itu guna me-
mahami secara utuh persyaratan
calon ke daerah yang kon-
stitusional pascaputusan MK,
Selanjubnya, KPLU akan ber
surat ke Komisi 11 DPR untuk
meminta jadwal konsultasi da-
lam rangka merevisi PKPU No-
mor 8 Tahun 2024 tentang Pen-
calonan Gubernur, Bupati, dan
ali Kota, Secara simultan.,
KPU juga akan menyosialisa-
sikan putusan MK kepada g
tai - Sebab, pen-

urung  disetuju
saltkan menjadi UL

sejumlah pengunjuk rasa me-
manjat pagarsisi Kiri Kompleks
DPR pada pukul 14.15 Mereka
nenggoyang-goyang pagar. Sa-
lah _satu pilar pagar-itu copot
sehingga  menciptakan™ celah
yang memungkinkan pengun-
Juk rasa untuk uk.

Akan letapi, massa masih
berada di luar pagar kompleks.
Sementara polisi bergerak maju
membentuk - barisan  dengan
memasang tameng di hadapan
massa. Ada lemparan batu dan
botol air kema dari arah
pmgmuuk r

pleks Parle m? n,
digelar di depan (wsi\ln-‘ MEK.
Ratusan masyarakat sipil yang
terdiridari para guru besar,
isi; aklivis prodemokra-
si,odan aktivis 98 berorasi di
depan Gedung MK Para peng-
unjuk rasa, di ranya Guru
By Indor

itas

ti, Direktur Eksekutif
nesty International Indonesia
Tsman Hamid, ahli politik ¥i
narto Wijaya, dan tokoh pers
Goenawan Mohamad, masuk ke
Gedung MK untuk menyam
paikan dukungan kepada para
hakim konstitusi.

karta

an kali ini dmllllpm oleh ”.dLII]..l

Hatta, putri bungsu Bung Hatta,
proklamator KL

Jjumlah daerah, di antaranya

1. Malang,

Kemarahan rakyat
Walyvudin (20)

mahasiswa

sitas Indraprasta PGRI,
vang berunjuk rasa di
depan Kompleks men
mengatakan, aksi kali ini me-
akan bentuk  kemarahan
at terhadap praktik keku
an yang lidak konstitusional.

T iu rakyat marah
dan muak dengan penguasa

vang. semena-meni Jika pe-
merintah dan DPR melawan
keputusan MK, rakyal yang
akan berbalik melawan mere-

‘-xulmd.lm Joko Amwvar yang
berunjuk msa di depan Kom-
pleks Parlemen juga menyam-
paikan, demonstrasi lu'rmm.m
untuk mengingatkan para pe-
nguasa bahwa rakyat masih ada
“Aksiini sebagal peringatan
bahwa jika tetap berbuat se-
maunya, fermasuk  bertindak
vulgar untuk melanggengkan
ekuasaan, rakyat akan bertin-
dak,” katany:

Darurat konstitusi

Presiden ke-5 RI Megawati
Soekarnoputri juga mengingat-
kan bahwa mengingkari putus-
an MK sama dengan bentuk
pelanggaran terhadap konstitu
si. Pasalnya. di Pasal 24C Ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945
sudah jelas dan tegas bahwa
putusan MK bersifat final dan
mengikat,

Dua putusan ME terkait pil-
k. menurut Megawati, mu-
menjadi angin segar bagi
demokrasi T termasuk yang

mengaprosiasi putusan para ha-
kim MK DPR

dan pemerintah merevisi 17717
Pilkada mengubali hal itu.
i darurat  konstitusi,”
ucapny.

Menurut dia, boleh saj
kepentingan ter-
an melalui ma-

SEOran g pumn

hadap kekus

san MK terkait pil

ada.

RI 7

nuver

Pilkadna  tersebut,
ual den;_.::m rule

dan sekali la
yang  buat  pendiri
Jadi, (konslitusi} itu juga s
betulnya  merupakan  sebus
i ng betul-betul herl
gi bangsa ini. Karena
itulah,  kita  harus  bersatu
untuk menyelamatkan nega
hukum dan demokrasi,” u
nya
Megawaty

ga b

meminta kepada
pihak-pihak  yang berpikiran
merekayvasa  pilkada  untuk
mengurungkan niatnya. "Saya
mohon dengan sangat bagi me
ang berpik untuk me-
asa pilkada, tolonglah, to-
qu;jl_zh‘ tolongla ah, lakukan net-
ral, siapa pemenang, terima sa-
Ja. Karena itu hak rakyat In-

donesia” ujarnya.

Para tokoh bangsa yang ter-
gabung dalam Gerakan Nurani
Bangsa (GNE) juga meminta

agar  penyvelenggara
mendengarkan aspirasi rak
yang merupakan  pen
d.tul..!l.ul tertinggi di negeri ink
t untuk berpendapat

ngawasi penyelenggara

negara harus dilindungi dan di-
penuhi,” kata para tokoh dalam
GNB melalui pernyataan sikap-

Iy

(Ketuay, Mgr
uharyo, Muhammad
Shihab,  dan
Seno. pun meminta
DPR dan Presiden untuk meng-
hentikan pembahasan RUU Pil
kada dan mengikuti putusan
MK,

(TIM KOMPAS)



